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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Hasil dari penelitian dan melakukan analisis data mengenai Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat melalui  E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH 

yang berlokasi pada Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat dilihat 

dari 3 aspek yaitu Aspek Pemungkinan, Aspek Penyokongan serta Aspek 

Pemeliharaan  maka disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aspek Pemungkinan 

Aspek ini merupakan menjadi aspek yang dapat dijadikan tahapan awal 

dalam melakukan program pemberdayaan, dalam implementasi pemberdayaan 

masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah Kota 

Administrasi Jakarta Barat dilihat aspek pemungkinan sudah menjalankan strategi 

cukup baik dalam aspek ini, dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat atau 

keinginan Keluarga Penerima Manfaat dalam menjadi pengelola E-Warong KUBE 

PKH. Sekat budaya dan sekat struktural yang melekat dapat terhapus degan 

dorongan dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat, Koordinator 

Daerah selaku Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai, TKSK Palmerah, 

Pendamping PKH dan Kecamatan Palmerah. 

Adapun strategi pemberdayaan yang telah dilakukan sebagai bentuk nyata 

dalam aspek pemungkinan antara lain : 

a. Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kementerian Sosial RI 

menugaskan Pendamping PKH serta TKSK Palmerah dalam melakukan 

pendampingan kepada Para Pengelola E-Warong Kelompok Usaha Bersama 

PKH mulai dari pertama hingga akhir terbentuknya E-Warong. 

b. Pendamping PKH dan TKSK Palmerah melaksanakan pembinaan rutin dengan 

mengadakan pertemuan-pertemuan rutin kepada seluruh anggota PKH. 

c. Pemerintah melalui Pendamping PKH dan TKSK Palmerah melakukan 

sosialisasi program E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH. 
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Dengan strategi pemberdayaan yang telah dilakukan tersebut maka 

pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan terbentuknya pengelola E-

Warong KUBE PKH yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 

terbentuknya E-Warong KUBE PKH menandakan bahwa masyarakat telah ikut 

serta dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat yang digagas atau 

diprogramkan oleh pemerintah.   

Setelah berjalannya E-Warong Kelompok Usaha Bersama selama 4 Tahun 

di Kecamatan Palmerah, keaktifan pengelola berkurang, diawal berjumlah 10 

Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi pengelola aktif berkurang menjadi 3 

hingga 4 Keluarga Penerima Manfaat yang bisa aktif dikarenakan berbagai hal 

diantara pendapatan dari E-Warong KUBE PKH yang tidak menentu hingga tidak 

memiliki waktu saat membantu dalam persiapan dan penyaluran Bantuan Pangan 

Non Tunai. 

Hal ini perlu menjadi catatan bagi pemerintah dalam hal mempertahankan 

Kelompok Usaha Bersama agar lebih memaksimalkan tenaga atau pengelola yang 

berasal dari Keluarga Penerima Manfaat, sehingga dalam hal pemberdayaan 

masyarakat yang memiliki output agar masyarakat dapat berkembang mandiri serta 

dapat terlepas dari kondisi ekonomi yang kurang. 

Perjalanan E-Warong KUBE PKH yang sudah berjalan 4 tahun ini menjadi 

modal tersendiri agar dapat lebih meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

Pengelola E-Warong KUBE PKH, penambahan tenaga pengelola menjadi 

pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat memenuhi sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan E-Warong KUBE PKH. 

Dengan demikian dalam aspek penyokongan dapat disimpulkan bahwa 

usaha dan strategi pemerintah  sudah dilakukan tahap demi tahap, tetapi 

permasalahan untuk menjaga pengelola E-Warong KUBE PKH untuk tetap 

bertahan untuk menjadi pengelola E-Warong belum berhasil dilakukan.     

 

2. Aspek Penyokongan 

Pada Aspek Penyokongan dalam Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

melalui  E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH di Kecamatan Palmerah Kota 
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Administrasi Jakarta Barat yang telah dilakukan oleh Pemerintah mulai dari awal 

hingga berjalannya E-Warong KUBE PKH sudah banyak yang diberikan oleh 

pemerintah kepada Pengelola E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH dalam 

mendukung pelaksanaan penyaluran BPNT. 

Hal yang telah dilaksanakan pemerintah mulai dari pemberian bantuan 

usaha berjumlah Rp.30.000.000,- untuk perbaikan ruangan warung, pembelian 

alat-alat pendukung serta modal awal mejadi langkah dan strategi yang baik untuk 

memberikan modal agar program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong 

KUBE PKH dapat berjalan dengan baik dan tidak membebankan para pengelola 

yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat. 

Selain itu pelatihan-pelatihan kewirausahaan terpadu serta manajemen 

pengelolaan E-Warong KUBE PKH sudah diberikan dan pelaksanaan pertemuan 

rutin sebagai sarana pembinaan juga sudah berjalan  dengan rutin sehingga 

dukungan materiil dan non materiil sudah didapatkan oleh pengelola E-Warong 

Kelompok Usaha Bersama PKH agar dapat menjadi E-Warong Kelompok Usaha 

Bersama PKH yang mandiri. Saat ini penghasilan dari keuntungan E-Warong 

KUBE PKH sudah dapat membantu menambah penghasilan pengelola E-Warong 

KUBE PKH walaupun tidak banyak. 

Dengan strategi pemberdayaan yang telah dilakukan tersebut maka peran 

pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan tetapi 

jika dilihat dengan observasi di lapangan terlihat bahwa pengelola E-Warong 

KUBE PKH di Kecamatan Palmerah belum dapat mengembangkan E-Warong 

KUBE PKH sehingga masih membutuhkan aspek penyokongan dari Pemerintah 

untuk menjalankan E-Warong KUBE PKH. 

Hal ini terlihat dari masih ada E-Warong KUBE PKH yang hanya menjual 

barang yang dijual sembako pada saat penyaluran BPNT. Jika ada yang sudah 

menjual komoditi selain sembako BPNT itu pun dikarenakan memang sebelumnya 

sudah berjualan warung kelontong. 

Dengan demikian jika dilihat dari aspek penyokongan sudah dilakukan oleh 

Pemerintah tetapi hasil yang diharapkan khususnya untuk kemandirian belum 
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berhasil dan penambahan penghasilan pengelola E-Warong KUBE PKH belum 

maksimal didapat sehingga perlu adanya strategi program yang dapat 

mendukungnya.  

 

3. Aspek Pemeliharaan 

Pada Aspek Pemeliharaan dalam Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

melalui  E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH di Kecamatan Palmerah Kota 

Administrasi Jakarta Barat, pemerintah telah melakukan hal dalam pemberian 

semangat dan motivasi serta menjaga keselarasan dan keseimbangan bagi 

pengeloaa E-Warong KUBE PKH. 

Hasil dari penelitian di lapangan berdasarkan hasil wawancara Para 

Pengelola E-Warong KUBE PKH dan observasi dilapangan dapat terlihat bahwa 

pengelola E-Warong KUBE PKH mendapatkan kenyamanan dan kebersamaan 

dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola serta mendapatkan perhatian dari 

pemerintah sehingga bisa bekerja lebih semangat dan ikhlas dengan walaupun 

materi yang didapat belum bisa dirasakan maksimal. 

Adapun yang telah dilakukan sebagai bentuk nyata dalam aspek 

pemeliharaan antara lain : 

a. Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta memberikan informasi awal kepada 

Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat dan Anggota PKH terkait dengan  

pendaftaran pembentukan pengelola E-Warong. 

b. Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat beserta dengan pihak yang terkait 

melakukan kunjungan ke E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH dalam 

rangka monitoring pelaksanaan BPNT serta memberikan semangat dan 

dorongan kepada pengelola E-Warong. 

c. Menugaskan TKSK dan Pendamping PKH untuk mendampingi para Pengelola 

E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH dalam menjalankan tugasnya agar 

tercipta hubungan yang baik diantara pengelola serta dengan pemerintah. 

d. TKSK Palmerah mengagendakan kegiatan kegiatan outdoor/Refreshing Untuk 

Pengelola E-Warong KUBE PKH dengan tujuan untuk membuat solid para 

pengelola E-Warong. 
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Dengan strategi pemberdayaan yang telah dilakukan tersebut maka peran 

pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan dukungan serta menjaga program 

pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan kepada pengelola E-Warong KUBE 

PKH di Kecamatan Palmerah. Dengan demikian aspek pemeliharaan juga telah 

timbul secara internal diantara pengelola E-Warong KUBE PKH, satu sama lain 

memiliki kesamaan dalam pola kerja dan pola berpikir dalam memajukan E-

Warong Kelompok Usaha Bersama PKH, keterbukaan sudah dilaksanakan oleh 

semua pengelola E-Warong KUBE PKH. 

Pada aspek pemeliharaan ini masih harus dilaksanakan oleh pemerintah 

melalui Kementerian Sosial RI dan juga Suku Dinas Sosial Kota Administrasi 

Jakarta Barat dalam pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH, 

dilapangan masih terlihat bahwa E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Palmerah 

masih memerlukan dukungan dan pendampingan dalam memelihara suasana 

internal dalam mengelola E-Warong KUBE PKH yang dilaksanakan oleh 

pengelola.  

 

B. Saran 

Sesuai dengan simpulan dari penelitian dan pembahasan Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat melalui  E -Warong Kelompok Usaha Bersama PKH di 

Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, adapun saran untuk strategi 

dalam pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH di Kecamatan 

Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu : 

1. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat diperlukan membuat rencana 

program pengembangan Kewirausahaan yang berkelanjutan untuk E-Warong 

KUBE PKH di Kecamatan Palmerah. 

2. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE 

PKH melaksanakan kerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan  

Kesejahteraan Keluaran (TP-PKK) Kecamatan Palmerah serta Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan  Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan se 

Kecamatan Palmerah terkait dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K) 
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3. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE 

PKH mengikutsertakan pihak swasta sehingga dapat membuat Forum 

Corporate Social Responsibility (CSR) se Kecamatan Palmerah dalam rangka 

mendukung berkembangnya E-Warong KUBE PKH. 

Untuk rekomendasi yang dapat peneliti berikan guna dapat menambah 

keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE 

PKH sebagai berikut : 

1. Aspek Pemungkinan 

Pemerintah dapat membuat mekanisme pemberian insentif yang lebih baik 

sebesar Upah Minimum Regional bagi pendamping E-Warong Kelompok 

Usaha Bersama PKH yaitu TKSK dan Pendamping PKH yang layak atas 

keterlibatan dalam pendampingan E-Warong KUBE PKH yang dapat 

tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. 

2. Aspek Penyokongan 

a. Agar dapat meningkatkan kapasitas dan keilmuan kewirausahaan yang 

lebih baik kedepannya Pengelola E-Warong KUBE PKH dapat diikut 

sertakan dalam program Jakpreneur yang saat ini menjadi Kegiatan 

Strategis Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada program 

Jakprenur kedepan para pengelola E-Warong KUBE PKH dapat ikut serta 

e-order pengadaan disetiap instansi pemerintah. 

b. Keterlibatan ditingkat Kelurahan perlu didorong agar pihak kelurahan 

memiliki tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan serta 

mengetahui perkembangan program pemberdayaan masyarakat yang dapat 

tertuang pada Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang 

Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Non Tunai. 

c. Pemerintah dapat mendorong melalui kerjasama dengan Bank-bank yang 

tergabung pada Himpunan Bank Milik Negara dapat memberikan suntikan 

modal atau pinjaman sehingga para pengelola E-Warong KUBE PKH 

dapat  modal untuk mampu berkembang tetapi pemberian bantuan 
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pinjaman modal wajib disertai dengan bimbingan keuangan dan 

kewirausahaan terpadu dari pemerintah. 

3. Aspek Pemeliharaan 

Pemerintah dapat memberikan reward atau penghargaan bagi Pengelola E-

Warong KUBE PKH sebagai dorongan atau penyemangat bagi pengelola 

yang dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik 

Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga 

Harapan. 
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PANDUAN WAWANCARA 

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  E-WARONG 

KUBE PKH DI KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI 

JAKARTA BARAT 

 

Identitas Responden : Key Informant   

Unit Kerja  : Suku Dinas Sosial Kota Adm Jakarta Barat 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan E-Warong KUBE PKH di Kota 

Administrasi Jakarta Barat khususnya di Kecamatan Palmerah? 

2. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pembentukan E-

Warong? 

3. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat? 

4. Apakah tujuan dibentuknya E-Warong dengan melibatkan penerima PKH 

dalam mengelolanya? 

5. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Pengurus E-

Warong dalam mengelola E-Warong? 

6. Apakah ada konsolidasi rutin atau pertemuan rutin antara Sudin Sosial dengan 

Pengurus E-Warong. 

7. Bagaiman cara atau strategi Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Barat dalam 

mengembangkan atau menggali potensi Pengurus E-Warong agar dapat 

berkembang secara mandiri? 

8. Bagaimana cara atau strategi Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Barat dalam 

melakukan pendampingan kepada Pengurus E-Warong sehingga pengurus E-

Warong dapat menjalankan tugas dalam mengelola E-Warong? 

9. Bagaimana cara atau strategi Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Barat dalam 

menjaga kepengurusan E-Warong agar tetap solid dan terjaga sehingga 

kepengurusan E-Warong dapat terus berjalan? 
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PANDUAN WAWANCARA 

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  E-WARONG 

KUBE PKH DI KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI 

JAKARTA BARAT 

 

Identitas Responden : Key Informant  

Unit Kerja  : Pendamping PKH dan TKSK Palmerah 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan E-Warong KUBE PKH di Kota 

Administrasi Jakarta Barat khususnya di Kecamatan Palmerah? 

2. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pembentukan E-

Warong? 

3. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat? 

4. Apakah tujuan dibentuknya E-Warong dengan melibatkan penerima PKH 

dalam mengelolanya? 

5. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Pengurus E-

Warong dalam mengelola E-Warong? 

6. Apakah ada konsolidasi rutin atau pertemuan rutin antara Sudin Sosial 

dengan Pengurus E-Warong.? 

7. Bagaiman cara atau strategi pendamping PKH/TKSK dalam mengembangkan 

atau menggali potensi Pengurus E-Warong agar dapat berkembang secara 

mandiri? 

8. Bagaimana cara atau strategi pendamping PKH/TKSK dalam melakukan 

pendampingan kepada Pengurus E-Warong sehingga pengurus E-Warong 

dapat menjalankan tugas dalam mengelola E-Warong? 

9. Bagaimana cara atau strategi pendamping PKH /TKSK dalam menjaga 

kepengurusan E-Warong agar tetap solid dan terjaga sehingga kepegurusan E-

Warong dapat terus berjalan? 
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PANDUAN WAWANCARA 

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  E-WARONG 

KUBE PKH DI KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI 

JAKARTA BARAT 

 

Identitas Responden : Key Informant  

Unit Kerja  : Ketua E-Warong KUBE PKH 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan E-Warong KUBE PKH di Kota 

Administrasi Jakarta Barat khususnya di Kecamatan Palmerah? 

2. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pembentukan E-

Warong? 

3. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH? 

4. Apakah tujuan dibentuknya E-Warong dengan melibatkan penerima PKH 

dalam mengelolanya? 

5. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang didapat dari Pemerintah kepada 

Pengurus E-Warong dalam mengelola E-Warong? 

6. Apakah ada konsolidasi rutin atau pertemuan rutin antara Sudin Sosial dengan 

Pengurus E-Warong.? 

7. Bagaimana strategi Pengurus E-Warong KUBE PKH dalam mengembangkan 

atau menggali potensi Pengurus E-Warong agar dapat berkembang secara 

mandiri? 

8. Bagaimana cara atau strategi Pengurus E-Warong KUBE PKH dalam 

menjalankan tugas dalam mengelola E-Warong? 

9. Bagaimana cara atau strategi Pengurus E-Warong KUBE PKH dalam menjaga 

kepengurusan E-Warong agar tetap solid dan terjaga sehingga kepengurusan E-

Warong dapat terus berjalan? 
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Lampiran 3 

Transkrip Wawancara 

 

Identitas Responden : Key Informant   

Unit Kerja  : Suku Dinas Sosial Kota Adm Jakarta Barat 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan E-Warong KUBE PKH di Kota 

Administrasi Jakarta Barat khususnya di Kecamatan Palmerah? 

Jawab 

“Pembentukan E-Warong yang berada Jakarta Barat dilaksanakan 

pada tahun 2017 dengan bertahap diseluruh kecamatan yang berada di 

Jakarta Barat dan untuk Kecamatan Palmerah untuk pertama kalinya 

pembentukan E-Warong berada di Kelurahan Palmerah sehingga warga 

yang menerima BPNT di Kecamatan Palmerah pada awalnya melakukan 

transaksi di E-Warong sudah ada di Kelurahan Palmerah yaitu E-Warong 

Subur Abadi yang berada di Jl. Kemanggisan RT.007/RW.011 Kelurahan 

Palemrah.” 

 

Selanjutnya 

 

“Pembentukan E-Warong sesuai Pemensos Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2016 dimana pada permensos tersebut telah diatur  tata 

cara dan untuk pemberian bantuan kebutuhan usaha E-Warong Kelompok 

Usaha Bersama PKH, pada pembentukan tersebut diwajibkan calon 

pengelola yang tergabung dalam PKH diminta untuk membentuk 

Kelompok Usaha Bersama dan wajib memiliki lokasi atau ruangan untuk 

dijadikan E-Warong Kelompok Usaha Bersama PKH.” 

 

 

2. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pembentukan E-

Warong dan bagaimana menyelesaikannya? 

Jawab 

“Permasalahan awal yaitu keinginan KPM untuk menjadi pengelola 

E-Warong minim dan takut untuk mengelola E-Warong hal ini kami 

berikan sosialisasi dan melakukan penyuluhan untuk membuat KPM 

memiliki keyakinan untuk menjadi pengelola, kemudian permasalahan lain 

adalah lokasi E-Warong kurang strategis hal ini kami pahami dikarenakan 

KPM merupakan keluarga yang kurang mampu dan memiliki hunian yang 
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berada di dalam gang. Kemudian  ada yang sulit mendapat izin dari 

keluarga rumah KPM dijadikan lokasi E-Warong.“ 

 

3. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat? 

Jawab 

“ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola E-Warong 

diantaranya pada diawal pelaksanaan E-Warong, distributor mengirim 

sembako BPNT tidak sesuai jadwal, terkadang mengirim di malam hari 

sehingga menyulitkan para pengelola, distributor memberikan sembako 

tidak di pack sehingga pengelola harus mengepak terlebih dahulu, ada 

beberapa pengelola tidak memanfaatkan dengan baik BPSU dari 

kementerian sosial,   

 

selanjutnya 

 

“ keuntungan yang didapat E-Warong hanya dari penjualan dalam 

penyaluran BPNT sehingga ada E-Warong berpenghasilan sedikit, 

kemudian tidak dijadikan modal kembali untuk dapat menjual komoditi 

selain sembako BPNT, untung dibagi-bagi ke para pengelola dan untuk 

membiaya operasionalnya” 

 

4. Apakah tujuan dibentuknya E-Warong dengan melibatkan penerima PKH 

dalam mengelolanya? 

Jawab 

“Bahwa ini menjadi peluang dan juga menjadi tugas pemerintahan 

untuk dapat berperan serta dalam memperbaiki perekonomian masyarakat, 

pada kesempatan ini pemerintah memiliki program penyaluran BPNT saat 

ini disebut Program Sembako dimana penyaluran bantuan tersebut 

melibatkan masyarakat yaitu KPM.” 

 

Selanjutnya 

  

“program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian keluarga dari penerima manfaat BPNT” 

 

5. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Pengurus E-

Warong dalam mengelola E-Warong? 

Jawab 

“Pada awal pembentukan para pengelola kami kumpulkan untuk 

diberikan pengarahan dan pembinaan serta pelatihan kewirausahaan yang 

bekerja sama dengan Universitas Mercu Buana” 

 

Selanjutnya 
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“Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan kerja 

sama dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dibawah naungan 

Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat serta 

Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi 

Jakarta Barat  untuk membuat program pembinaan dan bimbingan kepada 

Pengelola E-Warong KUBE PKH untuk dapat meningkatkan kapasitas 

kemampuan para pengelola dibidang kuliner dengan memberikan 

pelatihan tata boga.” 

 

6. Apakah ada konsolidasi rutin atau pertemuan rutin antara Sudin Sosial dengan 

Pengurus E-Warong. 

Jawab 

 

“Untuk di tingkat Kota, ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 

3 bulan sekali dan untuk di tingkat kecamatan dengan TKSK setiap bulan 

ada pertemuan rutin minimal satu kali dalam seminggu, kemudian kami 

juga melakukan turun lapang untuk monitoring” 

 

7. Bagaiman cara atau strategi Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Barat dalam 

mengembangkan atau menggali potensi Pengurus E-Warong agar dapat 

berkembang secara mandiri? 

Jawab 

 

“Pada awal pendirian E-Warong pemerintah telah memberikan modal 

untuk pengembangan usaha sebesar Rp.30.000.000,- yang dapat 

dipergunakan untuk memperbaiki tempat E-Warong, membeli peralatan 

dan sebagai modal untuk membeli sembako dalam penyaluran BPNT” 

 

Selanjutnya, 

 

Pemerintah mempunyai peran dan tugas penting dalam program 

pemberdayaan masyarakat dalam implementasi E-Warong KUBE PKH 

yang sudah terbentuk untuk dapat menjadi mandiri, selain pembinaan dan 

juga pendampingan, kami juga memberikan penyuluhan disetiap 

pelaksanaan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Penyuluhan 

yang kami berikan berupa pemberian Sharing Session dalam menghadapi 

permasalahan dalam pengelolaan E-Warong KUBE PKH dan kami 

mendorong agar para pengelola E-Warong KUBE PKH berani untuk 

membuat atau memberdayakan E-Warong KUBE PKH agar berinovasi 

dalam bentuk menjual komoditi atau bahan dagangan selain komoditi 

Bantuan Pangan Non Tunai agar dapat mandiri” 
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8. Bagaimana cara atau strategi Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Barat dalam 

melakukan pendampingan kepada Pengurus E-Warong sehingga pengurus E-

Warong dapat menjalankan tugas dalam mengelola E-Warong? 

Jawab 

“pendampingan kepada pengelola E-Warong dilakukan lebih sering 

oleh TKSK ditingkat kecamatan, untuk tingkat sudin pendampingan 

dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin, TKSK akan selalu melaporkan 

hasil pendamping jika ada kendala di lapangan”  

 

 

9. Bagaimana cara atau strategi Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Barat dalam 

menjaga kepengurusan E-Warong agar tetap solid dan terjaga sehingga 

kepengurusan E-Warong dapat terus berjalan? 

Jawab 

“Memberikan perhatian dan semangat kepada para pengelola E-

Warong menjadi penting, Sudin selalu melakukan kunjungan dan 

monitoring ke E-Warong, selain itu menjalin hubungan dalam komunikasi, 

jika ada permasalahan pengelola E-Warong dapat menghubungi TKSK 

atau dapat langsung ke sudin” 
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Transkrip Wawancara 

 

Identitas Responden : Key Informant  

Unit Kerja  : Pendamping PKH dan TKSK Palmerah 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan E-Warong KUBE PKH di Kota 

Administrasi Jakarta Barat khususnya di Kecamatan Palmerah? 

Jawab 

  “untuk pertama kali kami membentuk kelompok-kelompok yang 
berjumlah 10 orang dari KPM dan dari kelompok-kelompok tersebut dipilih 

untuk diajukan untuk membentuk E-Warong kemudian sesuai peraturan dari 

kemensos, pembentukan E-Warong dilakukan dengan mengirimkan proposal 

pengajuan ke sudin sosial kemudian diteruskan ke kementerian sosial, setelah 

disetujui kembali membuat proposal untuk mengajukan bantuan 

pengembangan usaha yang digunakan untuk modal awal E-Warong, dan kami 

dari Pendamping atau TKSK selalu mendampingi mereka agar jika ada 

kesulitan kami dapat membantu.” 

 

2. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pembentukan E-

Warong? 

Jawab 

“Pada awal pembentukan E-Warong KUBE PKH sangat sulit 

dikarenakan dari KPM yang tidak berkeinginan jadi pengelola E-Warong 

Kelompok Usaha Bersama PKH yang rata-rata berfikir tidak mau ribet, 

susah dan takut dalam mendapatkan penghasilan tambahan melalui 

program pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH. 

Selain itu Keluarga Penerima Manfaat juga memiliki pemahaman 

berkeluarga hanya mengandalkan kepala keluarga dalam memperoleh 

penghasilan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 

dikarenakan banyak yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat merupakan 

Ibu Rumah Tangga yang mempunyai prinsip bahwa Ibu Rumah Tangga 

hanya urus anak dan rumah.” 

 

3. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana mengatasinya? 

Jawab 

  “Kendala diawal yang dihadapi dalam pembentukan E-Warong 

mencari KPM yang mau diajak menjadi pengelola E-Warong sulit dan 

kurangnya pengetahuan KPM tentang E-Warong sehingga takut untuk 

menjadi pengelola, kami dari Pendamping dan TKSK melakukan 
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pendampingan, pembinaan dan sosialisasi agar meyakinkan KPM untuk 

berani dan mau bergabung menjadi pengelola E-Warong” 

 

4. Apakah tujuan dibentuknya E-Warong dengan melibatkan penerima PKH 

dalam mengelolanya? 

Jawab  

“Tujuan dari diikutsertakan keluarga penerima manfaat pada program 

E-Warong adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

perekonomian para keluarga penerima manfaat. Kemudian agar keluarga 

penerima manfaat diikutsertakan agar dapat lebih maju dan agar dapat 

hidup mandiri”  

 

 

5. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Pengurus E-

Warong dalam mengelola E-Warong? 

Jawab 

“ada, sudin sosial diawal mengadakan pelatihan kewirausahaan serta 

juga mengadakan pelatihan yang menunjang pengelola E-Warong agar 

dapat berkembang seperti pelatihan tata boga” 

 

6. Apakah ada konsolidasi rutin atau pertemuan rutin antara Sudin Sosial 

dengan Pengurus E-Warong.? 

Jawab 

  “Ada, pertemuan rutin antara kami dan para pengelola E-Warong 

dilaksanakan minimal satu bulan sekali, biasanya sebelum BPNT turun atau 

setelah penyaluran BPNT dan itu juga dijadikan sebagai pertemuan evaluasi 

jika ada kendala maka akan di diskusikan pada pertemuan rutin tersebut”  

 

7. Bagaiman cara atau strategi pendamping PKH/TKSK dalam mengembangkan 

atau menggali potensi Pengurus E-Warong agar dapat berkembang secara 

mandiri? 

Jawab 

“Pada saat pertama kali E-Warong KUBE PKH terbentuk, 

pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan 

Bantuan Pengembangan Sarana Usaha yang dapat digunakan sebagai 

modal awal. Penggunaan bantuan tersebut kami damping dalam 

penggunaannya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya seperti 

perbaikan tempat usaha, pembelian etalase, pembelian alat timbangan, 

tempat penyimpanan freezer dan lainnya” 

 

selanjutnya 

 

“Sebelum dan sesudah penyaluran BPNT selalu diadakan 

pertemuan rutin, pertemuan itu juga di jadikan sebagai koordinasi, 
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pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan E-Warong Kelompok 

Usaha Bersama PKH dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai, 

terkait dengan pemberdayaan masyarakat pada kesempatan pertemuan 

tersebut juga diberikan pembinaan dan motivasi-motivasi kepada 

Pengelola E-Warong KUBE PKH agar dapat meningkatkan inovasi dalam 

pelaksanaan E-Warong KUBE PKH. Dengan adanya inovasi maka 

diharapkan pengelola E-Warong KUBE PKH dapat meningkatkan 

penghasilan dan juga menjadi mandiri.” 
 

 

8. Bagaimana cara atau strategi pendamping PKH/TKSK dalam melakukan 

pendampingan kepada Pengurus E-Warong sehingga pengurus E-Warong 

dapat menjalankan tugas dalam mengelola E-Warong? 

Jawab 

  “pada saat pendampingan dan pembinaan yang kami lakukan disaat 

pertemuan-pertemuan, kami selalu membuat diskusi dalam menjawab jika 

ada kesulitan dalam menjalankan tugas dalam mengelola E-Warong”  

 

9. Bagaimana cara atau strategi pendamping PKH /TKSK dalam menjaga 

kepengurusan E-Warong agar tetap solid dan terjaga sehingga kepegurusan E-

Warong dapat terus berjalan? 

Jawab  

“TKSK bertugas untuk dapat mendampingi Pengelola E-Warong 

Kelompok Usaha Bersama PKH dalam menyalurkan BPNT, TKSK 

mempunyai sebagai pendamping memiliki tugas untuk dapat menjaga 

kesolidan, keselarasan dan keseimbangan internal pengelola E-Warong, 

hal yang dilakukan adalah melakukan pembinaan melalui pertemuan rutin, 

melalui pemberian pemahaman kebersamaan hingga pelaksanaan liburan 

bersama sebagai refreshing” 
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Transkrip Wawancara 

 

Identitas Responden : Key Informant  

Unit Kerja  : Ketua E-Warong KUBE PKH 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana mekanisme pembentukan E-Warong KUBE PKH di Kota 

Administrasi Jakarta Barat khususnya di Kecamatan Palmerah? 

Jawab 

  “kami dikumpulkan oleh pendamping untuk membentuk 

kelompok, kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan untuk diminta menjadi 

pengelola E-Warong, dibimbing dan didampingi oleh pendamping untuk 

membuat pengajuan ke sudin sosial untuk menjadi pengelola E-Warong sampai 

mendapatkan bantuan” 

 

2. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pembentukan E-

Warong dan bagaimana menyelesaikannya? 

“Sebelum dibentuknya Kelompok Usaha Bersama yang berasal 

dari KPM dan menjadi pengelola E-Warong KUBE PKH, Para Pengelola 

memiliki penghasilan hanya dari Suami yang bekerja dan juga ada yang 

mendapat tambahan penghasilan dari berjualan di rumah masing-masing,” 

 

Selanjutnya, 

“Selama proses pembentukan E-Warong mendapat bimbingan dari 

Pendamping PKH dan TKSK Palmerah, tidak mendapatkan permasalahan, 

dengan pendampingan tersebut merasa mendapat bimbingan hingga 

terbentuknya E-Warong KUBE PKH” 

 

3. Kendala dan Permasalahan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat melalui E-Warong KUBE PKH? 

Jawab  

   

4. Apakah tujuan dibentuknya E-Warong dengan melibatkan penerima PKH 

dalam mengelolanya? 
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Jawab 

“dengan dibentuknya E-Warong melibatkan penerima manfaat agar 

dapat menambah penghasilan dan pemasukan keluarga serta agar kami 

dapat mandiri” 

 

5. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan yang didapat dari Pemerintah kepada 

Pengurus E-Warong dalam mengelola E-Warong? 

Jawab 

“Selain mendapatkan pendampingan, pengelola E-Warong KUBE 

PKH mendapatkan pelatihan dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi 

Jakarta Barat, pelatihan berupa masak-memasak dan juga mendapatkan 

bantuan alat memasak seperti oven dan juga alat membuat kue” 

 

6. Apakah ada konsolidasi rutin atau pertemuan rutin antara Sudin Sosial dengan 

Pengurus E-Warong.? 

Jawab 

 “ada biasanya setiap tiga bulan ada pertemuan rutin di walikota, 

kalua di kecamatan bersama TKSK pertemuan rutin sebulan sekali 

sebelum atau sesudah penyaluran BPNT” 

 

7. Bagaimana strategi Pengurus E-Warong KUBE PKH dalam mengembangkan 

atau menggali potensi Pengurus E-Warong agar dapat berkembang secara 

mandiri? 

Jawab 

“Kalau saya selaku ketua E-Warong selalu mengikutsertakan para 

pengelola dalam pelatihan pengembangan, kami dapat pengembangan 

potensi melalui sudin sosial melalui pelatihan dan pembinaan serta 

pendampingan, selain itu kami mendapatkan . 

8. Bagaimana cara atau strategi Pengurus E-Warong KUBE PKH dalam 

menjalankan tugas dalam mengelola E-Warong? 

Jawab 
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“ada pembagian tugas sesuai dengan jabatan tetapi itu tidak menutup 

kemungkinan untuk saling membantu tugas yang lainnya jadi walaupun 

ketua juga tugasnya dapat membantu yang lain” 

9. Bagaimana cara atau strategi Pengurus E-Warong KUBE PKH dalam menjaga 

kepengurusan E-Warong agar tetap solid dan terjaga sehingga kepegurusan E-

Warong dapat terus berjalan? 

Jawab 

“kuncinya ada di kejujuran dan keterbukaan diantara kita, itu yang 

dapat membuat kami solid dan sara sosial yang ad aitu yang membuat 

kami tetap menjadi pengelola E-Warong” 
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Lampiran 4 

Surat Permohonan Penelitian 
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Lampiran 5 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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